BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Anggaran
Anggaran merupakan instrumen perencanaan dan pengendalian manajemen
yang berperan penting dalam organisasi sektor publik.Tidak seperti di sektor
bisnis yang menjadikan anggaran sebagai dokumen rahasia perusahaan sehingga
tertutup untuk pihak luar, di sektor publik anggaran merupakan dokumen publik
yang dapat diakses oleh publik untuk diketahui, diberitahukan, dikritisi dan
diperdebatkan.
Dalam pengertian lain dapat dikatakan bahwa anggaran sebagai sebuah
rencana finansial yangmenyatakan : (Nordiawan, 2006 : 48)
1. Rencana-rencana organisasi untuk melayani masyarakat atau aktivitas lain
yang dapat mengembangkan kapasitas organisasi dalam pelayanan.
2. Estimasi besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam merealisasikan
rencana tersebut.
3. Perkiraan sumber-sumber mana saja yang akan menghasilkan pemasukan
serta seberapa besar pemasukan tersebut.
Sedangkan anggaran publik merupakan suatu dokumen yang

menggambarkan  kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi
informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas. (Mardiasmo, 2009)



Anggaran publik merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan:

1.

2.

Berapa biaya-biaya atas rencana yang dibuat (pengeluaran/belanja), dan
Berapa banyak dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanai
rencana tersebut (pendapatan).

Uraian tersebut dapat dinyatakan bahwa anggaran sektor publik adalah

perencanaan finansial tentang perkiraan pengeluaran dan penerimaan yang

diharapkan akan terjadi di masa mendatang dengan melihat data yang diperoleh

dari masa lalu sebagai acuan penetapan anggaran.

Selain itu, anggaran sektor publik memiliki beberapa karakteristiksebagai

berikut:

€.

Anggaran dinyatakan dalam satuan uang dan non-keuangan.

Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu.

Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai
sasaran yang ditetapkan.

Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih
tinggi dari penyusun anggaran.

Sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu.

2.1.1 Tujuan dan Manfaat Anggaran

Tujuan disusunnya suatu anggaran adalah:

1.

2.

Mengkoordinasikan semua faktor produksi yang mengarah pada pencapaian.
Sebagai suatu alat untuk mengestimasikan semua estimasi yang mendasari
disusunnya suatu anggaran sebagai titik pangkal disusunnya suatu

kebijaksanaan keuangan di masa yang akan datang.



10

3. Sebagai alat untuk melakukan penilaian prestasi, sehingga membangkitkan
motivasi para pelaksananya agar dapat mengoreksi kekurangan yang terjadi.

4. Sebagai alat komunikasi semua fungsi dalam perusahaan sehingga
kebijaksanaan dan metode yang dipilih dapat dimengerti dan didukung oleh
semua bagian untuk tercapainya tujuan perusahaan.

Secara umum, tujuan disusunnya suatu anggaran adalah agar kebutuhan
jangkapendek yang tercantum dalam anggaran dapat terpenuhi, anggaran akan
menuntun agar pencapaian tujuan jangka pendek tetap konsisten sesuai dengan
tujuan dan sasaran perusahaan. Usia anggaran pada umumnya satu tahun
bertujuan agar anggaran harus memungkinkan untuk dilakukan revisi dari waktu
ke waktu karena perubahan kondisi ekonomi peraturan pemerintah serta faktor-
faktor eksternal lainnya.

Manfaat anggaran pada suatu perusahaan merupakan alat untuk
membantumanajemen dalam pelaksanaan, fungsi perencanaan, koordinasi,
pengawasan danjuga sebagai pedoman kerja dalam menjalankan perusahaan untuk
tujuan yang telahditetapkan.

a. Fungi Perencanaan

Perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen dan fungsi ini
merupakan dasar pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Perencanaan
meliputitindakan memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta
menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal
memvisualisasi serta merumuskan aktifitas-aktifitas yang diusulkan yang

dianggap perlu untuk mencapai basil yang diinginkan.
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b. Fungsi Pengawasan

Anggaran merupakan salah satu cara mengadakan pengawasan dalam
perusahaan. Pengawasan itu merupakan usaha-usaha yang ditempuh agar rencana
yang telah disusun sebelumnya dapat dicapai. Dengan demikian pengawasan
adalah mengevaluasi prestasi kerja dan tindakan perbaikan apabila perlu. Aspek
pengawasan yaitu dengan membandingkan antara prestasi dengan Yyang
dianggarkan, apakah dapat ditemukan efisiensi atau apakah para manajer
pelaksana telah bekerja dengan baik dalam mengelola perusahaan. Tujuan
pengawasan itu bukanlah mencari kesalahan akan tetapi mencegah dan
memperbaiki kesalahan. Sering terjadi fungsi pengawasan itu disalahartikan yaitu
mencari kesalahan orang lain atau sebagai alat menjatuhkan hukuman atas suatu
kesalahan yang dibuat pada hal tujuan pengawasan itu untuk menjamin
tercapainya tujuan-tujuan dan rencana perusahaan.
c. Fungsi Koordinasi

Fungsi koordinasi menuntut adanya keselarasan tindakan bekerja dari setiap
individu atau bagian dalam perusahaan untuk mencapai tujuan. Dengan demikian
dapat  dikatakan  bahwa untuk  menciptakan adanya  koordinasi
diperlukanperencanaan yang baik, yang dapat menunjukkan keselarasan rencana
antara satu bagian dengan bagian lainnya. Anggaran yang berfungsi sebagai
perencanaanharus dapat menyesuaikan rencana yang dibuat untuk berbagai bagian
dalam perusahaan, sehingga rencana kegiatan yang satu akan selaras dengan

lainnya. Untuk itu anggaran dapat dipakai sebagai alat koordinasi untuk seluruh
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bagian yang ada dalam perusahaan, karena semua kegiatan yang saling berkaitan
antara satu bagian dengan bagian lainnya sudah diatur dengan baik.
d. Anggaran Sebagai Pedoman Kerja

Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang disusun sistematis dan
dinyatakan dalam unit moneter. Umum penyusunan anggaran berdasarkan
pengalaman masa lalu dan taksiran-taksiran pada masa yang akan datang, maka
ini dapat menjadi pedoman kerja bagi setiap bagian dalam perusahaan untuk
menjalankan kegiatannya.
2.1.2 Jenis-Jenis Anggaran

Jenis-jenis anggaran bisa dilihat berdasarkan jenis aktivitasnya, berdasarkan
status hukum, berdasarkan pemerintahan, anggaran tetap dan anggaran fleksibel,
dan berdasarkan penyusunnya (Nordiawan, 2006 : 50). Berikut penjelasannya:
A. Berdasarkan jenis aktivitasnya:

1. Anggaran operasional (operation/recurrent budget), yaitu anggaran yang
digunakan untuk menjalankan operasi/kebutuhan harian dalam menjalankan
pemerintahan dalam kurun waktu satu tahun.

2. Anggaran modal (capital/investment budget), yaitu anggaran yang
menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan aktiva tetap.

B. Berdasarkan status hukum:

1. Anggaran tentatif, adalah anggaran yang tidak memerlukan pengesahan dari

lembaga legislatif karena kemunculannya yang dipicu oleh hal-hal yang

tidak direncanakan sebelumnya.
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2. Anggaran enacted, adalah anggaran yang direncanakan kemudian dibahas

dan disetujui oleh lembaga legislatif.
C. Berdasarkan pemerintahan:

1. Anggaran/dana umum, yaitu dana yang digunakan untuk membiayai
kegiatan pemerintahan yang bersifat umum dan sehari-hari.

2. Anggaran/dana khusus, yaitu dana yang dicadangkan/dialokasikan khusus
untuk tujuan tertentu.

D. Anggaran tetap dan anggaran fleksibel:

1. Anggaran tetap, yaitu anggaran dimana apropriasi belanja sudah ditentukan
jumlahnya di awal tahun anggaran.

2. Anggaran fleksibel, yaitu harga barang/jasa per unit telah ditetapkan namun
jumlah anggaran secara keseluruhan akan berfluktuasi bergantung pada
banyaknya kegiatan yang dilakukan.

E. Berdasarkan penyusunnya:

Anggaran eksekutif adalah anggaran yang disusun oleh lembaga eksekutif
(pemerintah).

Anggaran legislatif adalah anggaran yang disusun oleh lembaga legislatif tanpa
melibatkan pihak eksekutif.

2.1.3 Siklus Anggaran
Proses penyusunan anggaran atau siklus anggaran pada dasarnya meliputi

beberapa tahap berikut ini:
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1. Tahap Persiapan

Tahap ini dilakukan dengan cara menentukan beberapa anggaran yang

diperlukan untuk pengeluaran yang tentunya disesuaikan dengan penaksiran

pendapatan yang diperoleh secara akurat.

Berikut ini beberapa penjelasan tentang tahap persiapan:

a.

b.

€.

Bagian anggaran menyiapkan format anggaran yang akan dipakai.
Berdasarkan format anggaran tersebut, masing-masing unit di
pemerintahan mengajukan anggaran di unit masing-masing.

Bagian anggaran akan melakukan konsolidasi terhadap anggaran masing-
masing bagian/unit kerja.

Anggaran konsilidasi ini kemudian direview dan diadakan dengar
pendapat.

Persetujuan terhadap anggaran tersebut oleh kepala pemerintahan.

2. Tahap Persetujuan

Tahap persetujuan ini adalah persetujuan dari lembaga legislatif. Berikut

beberapa penjelasannya:

a.

C.

Anggaran yang telah disetujui oleh kepala pemerintahan diajukan ke
lembaga legislatif.

Lembaga legislatif (terutama komite anggaran) akan mengadakan
pembahasan guna memperoleh pertimbangan-pertimbangan untuk
menyetujui atau menolak anggaran tersebut. Selain itu akan diadakan juga
dengar pendapat (public hearing).

Lembaga legislatif menyetujui atau menolak anggaran tersebut.
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3. Tahap Administrasi

Tahapan ini merupakan tahapan setelah anggaran yang diajukan oleh eksekutif
telah disetujui oleh legislatif.Pelaksanaan anggaran dimulai dari pengumpulan
pendapatan yang ditargetkan maupun pelaksanaan belanja yang telah
direncanakan.Selain itu, dilakukan juga proses administrasi anggaran berupa
meliputi pencatatan pendapatan dan belanja yang terjadi.
4. Tahap Pelaporan

Pada akhir periode atau pada waktu-waktu tertentu yang ditetapkan dilakukan
pelaporan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses akuntansi yang
berlangsung selama proses pelaksanaan.
5. Tahap Pemeriksaan

Laporan yang diberikan atas pelaksanaan anggaran kemudian diperiksa
(diaudit) oleh sebuah lembaga pemeriksa independen. Hasil pemeriksaan akan
menjadi masukan atau umpan balik (feed back) untuk proses penyusunan pada
periode berikutnya.
2.2 Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan(SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi

yang diterapkan dalam menyusundan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
Dengan adanya standar ini maka laporan keuangan harus didasarkan pada standar
ini sehingga laporan keuangan yang disajikan dapat menyajikan informasi yang

lengkap dan dapat diandalkan.
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2.3 Pengertian Laporan Keuangan Daerah
Laporan Keuangan merupakan laporan yang menunjukan semua aktifitas
operasi atau transaksi-transaksi yang dilakukan suatu entitas pelaporan keuangan
daerah dalam suatu periode tertentu. Laporan Keuangan yang disajikan harus
menyangkut semua informasi yang terjadi dalam Pemerintah Daerah tersebut
sehingga tidak menimbulkan prasangka negatif dari pihak luar dan laporan
keuangan yang disajikan tersebut relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat
dimengerti untuk tujuan pengambilan keputusan.
2.3.1 Peranan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan
mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas
pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan
untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk
melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan,
mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu
menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Setiap entitas
pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah
dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis
dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :
1. Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan
kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan

yang telah ditetapkan secara periodik.
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2. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu
entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi
perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan
ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat
berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui
secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam
pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada
peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan Antargenerasi (intergenerational equity)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan
pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang
dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut
menanggung beban pengeluaran tersebut.

5. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber

daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai Kinerja yang

direncanakan.
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2.3.2 Tujuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah yang merupakan salah

satu bagian dari Standar Akuntansi Pemerintah, dijelaskan tujuan pelaporan

keuangan pemerintah, yaitu:

a.

Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber
daya keuangan.

Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan
untuk membiayai seluruh pengeluaran.

Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang
digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah
dicapai.

Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai
seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.

Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas
pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka
pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutanpajak
dan pinjaman.

Menyediakan  informasi  mengenai  perubahan  posisi  keuangan
entitaspelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai
akibatkegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan
informasi mengenai sumber dan penggunaan sumberdayakeuangan/ekonomi,

transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurangpelaksanaan anggaran, saldo anggaran
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lebih, surplus/defisit-LaporanOperasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan

arus kas suatu entitaspelaporan.

2.4 Dasar Hukum dan Asumsi Dasar Laporan Keuangan Daerah

Penyusunan laporan keuangan daerah berpedoman atas dasar hukum yang

telah ditetapkan. Berikut penjelasan mengenai dasar hukum dan asumsi dasar

laporan keuangan daerah.

2.4.1 Dasar Hukum Pelaporan Keuangan Daerah

Menurut SAP PP Nomor 71 Tahun 2010, Dasar Hukum Pelaporan Keuangan

Daerah antara lain :

a.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, khususnya bagian yang mengatur
Keuangan Negara.

Undang-undang di bidang Keuangan Negara.

Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemerintah Daerah,
khususnya yang mengatur keuangan daerah.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Perimbangan
Keuangan Pusat dan Daerah.

Ketentuan Perundang-undangan tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara/Daerah.

Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang Keuangan

Pusat dan Daerah.
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2.4.2 Asumsi Dasar Laporan Keuangan Daerah

Menurut SAP PP Nomor 71 Tahun 2010, mengatakan bahwa Asumsi Dasar
dalam Pelaporan Keuangan terdiri dari :
a. Kemandirian Entitas

Asumsi kemandirian entitas, baik entitas pelaporan maupun akuntansi, berarti
bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai
kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan
antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi
terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun
anggaran dan melaksakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung
jawab atas pengelolaan asset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan
yuridiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan
sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat putusan entitas, serta
terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan.
b. Kesinambungan Entitas

Asumsi Kesinambungan Entitas, Laporan Keuangan disusun dengan asumsi
bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian,
pemerintah tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam
jangka pendek.
c. Keterukuran dalam Satuan Uang
Asumsi Keterukuran dalam Satuan Uang, Laporan keuangan entitaspelaporan

harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilaidengan satuan
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uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisisdan

pengukuran dalam akuntansi.

2.5 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan keuangan yang lengkap harus meliputi komponem-komponen

berikut ini :

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode.

2. Laporan laba rugi komprehensif selama periode.

3. Laporan perubahan ekuitas selama periode.

4. Laporan arus kas selama periode.

5. Catatan atas Laporan Keuangan.

6. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif.

PSAP No.2 komponen laporan keuangan yaitu sebagai berikut :

1. Laporan Keuangan Pokok :

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan
pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah
pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan
realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara
langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja,
transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan

anggaran.
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b. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan
mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Unsur yang
dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

c. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan
aktivitas operasional, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan transaksi
nonanggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan
saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang
dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran
kas.

d. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian
dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan
Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi
tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan
informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam
Standar Akuntansi Pemerintah serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan
untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
a. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian
target Undang-Undang APBN/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan

yang dihadapi dalam pencapaian target.
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b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.

c. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-
kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi
dan kejadian-kejadian penting lainnya.

d. Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar
Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan
keuangan.

e. Pengungkapan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban sehubungan
dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan
rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.

f. Informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang
tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Laporan yang Bersifat Optional :

a. Laporan Kinerja Keuangan (LKK)

Kinerja keuangan merupakan penentuan ukuran-ukuran tertentu yang
dapat mengukur keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dalam
menghasilkan laba. Kinerja keuangan sebagai penentu kemampuan
perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumberdaya yang
dimilikinya.

Pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Laporan
KinerjaKeuangan adalah suatu laporan yang menjelaskan mengenai hasil dari
usaha formal yang telah dilakukan oleh instansi yang dapat mengukur

keberhasilan dalam menghasilkan laba, sehingga dapat melihat prospek,
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pertumbuhan, dan potensi perkembangan dengan mengandalkan sumber daya

yang ada. Suatu instansi dapat dikatakan berhasil apabila telah mencapai

standar dan tujuan yang telah ditetapkan.

b. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan yang menggambarkan
perubahan saldo akun ekuitas seperti modal disetor, tambahan modal disetor,
laba yang ditahan dan akun ekuitas lainnya.

2.5.1 Pengertian Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang berisi tentang informasi
mengenai realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dari suatu entitas yang
dibandingkan dengan anggaran ketiga pos tersebut. Melalui laporan realisasi
anggaran dapat diketahui prediksi tentang sumber daya ekonomi yang akan
diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah serta resiko
ketidakpastian atas sumber daya ekonomi tersebut. Selain itu laporan realisasi
anggaran juga memberikan informasi tentang indikasi apakah sumber daya
ekonomi, efisiensi dan efektivitas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan
pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah yang
menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu
periode pelaporan. Pelaporan mencerminkan kegiatan keuangan pemerintah
daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap pelaksanaan APBD.Tujuan

pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi realisasi dan anggaran
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entitas pelaporan. Perbandingan antara anggaran dengan realisasinya
menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara
legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Laporan realisasi anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA,
belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan masing-masing
dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Dalam laporan realisasi
anggaran harus diidentifikasikan secara jelas dan diulang pada setiap halaman
laporan jika dianggap perlu, serta memuat informasi berikut:

a. Nama entitas pelaporan atau sarana identifkasi lainnya.

b. Cakupan entitas pelaporan.

c. Periode yang dicakup.

d. Mata uang pelaporan dan

e. Satuan angka yang digunakan.

Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga
menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan
pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan realisasi
anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang
memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan
fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaaan yang material antara
anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-
angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan. Laporan realisasi anggaran

sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut:
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1. Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum negara
yangmenambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran
yangbersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar
kembali.Pendapatan-LRA dicatat pada saat kas dari pendapatan tersebut diterima
direkening kas umum negara kecuali Pendapatan BLU (Badan Layanan Umum).
Pendapatan BLU diakuioleh pemerintah pada saat pendapatan tersebut dilaporkan
atau disahkanoleh Bendahara Umum Negara.
2. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara atau
Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode
tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali
oleh pemerintah.
3. Transfer

Transfer yang dimaksud di sini adalah transfer keluar, yaitu pengeluaran uang
darisuatu entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain, seperti pengeluaran
danaperimbangan dan dana bagi hasil. Contoh: bagi pemerintah provinsi terdapat
bagihasil ke kabupaten/kota, bagi pemerintah kabupaten terdapat bagi hasil ke
desa.
4. Surplus/defisit-LRA

Surplus/Defisit timbul sehubungan dengan penggunaan anggaran defisit, di
mana jumlah pendapatan tidak sama dengan jumlah belanja. Surplus adalah

selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit
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adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode
pelaporan.
5. Pembiayaan

Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik
penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali,
yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup
defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara
lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran
pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman,
pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.
6. Pembiayaan Neto

Pembiayaan Neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dengan
pengeluaran pembiayaan. Apabila manajemen keuangan pemerintah dilakukan
dengan baik maka jumlah pembiayaan netto ini seharusnya mendekati jumlah
surplus/defisit anggaran karena pembiayaan dimaksudkan untuk memanfaatkan
surplus atau menutup defisit anggaran.

7. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)

Penyusunan APBD, SILPA/SIKPA akan selalu nihil karena jumlah surplus
atau defisit harus ditetapkan rencana pemanfaatannya atau penutupannya. Namun
dalam realisasi anggaran pada umumnya SILPA akan muncul. Jumlah ini
merupakan selisih antara penerimaan anggaran dikurangi dengan pengeluaran
anggaran. Dengan kata lain jumlah ini diperoleh dengan menjumlahkan

surplus/defisit dengan pembiayaan neto.
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LRA dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang
memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan
keuangan, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan
realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang
dianggap perlu untuk dijelaskan.

2.5.2 Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah

Laporan realisasi anggaran digunakan untuk menyajikan informasi dengan
membandingkan realisasi dengan anggaran yang telah dibuat sebelumnya dalam
satu periode.Menurut KSAP PP Nomor 24 Tahun 2005, mengatakan bahwa:

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan
pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang
menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu
periode pelaporan.

Pelaporan mencerminkan Kkegiatan keuangan pemerintah daerah yang
menunjukkan ketaatan terhadap pelaksanaan APBD.Menurut SAP PP Nomor 71
Tahun 2010 dalam PSAP 02, mengatakan bahwa :

Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos
sebagai berikut: pendapatan-LRA, Belanja, Surplus/defisit-LRA, Penerimaan
pembiayaan, Pengeluaran pembiayaan dan Sisa Lebih/Kurang pembiayaan
anggaran (SiLPA/SIKPA).

1. Pendapatan-LRA

Berikut ini penjelasan mengenai pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran :
a) Definisi dan Klasifikasi
Menurut SAP PP Nomor 71 Tahun 2010 dalam PSAP 02, mengemukakan

bahwa :

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum
Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun
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anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu
dibayar kembali oleh pemerintah.

Jenis Pendapatan-LRA meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer,
dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan semua
penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Sumber
Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

1. Hasil Pajak Daerah

2. Hasil Retribusi Daerah

3. Hasil Perusahaan milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah

lainnya yang dipisahkan

4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Menurut Undang-Undang no. 34 tahun 2000, tentang perubahan UU No.18
Tahun 1997 tentang pajak dan Retribusi Daerah,hasil Pajak Kabupaten/Kota
tersusun dari:

1. Pajak Hotel

2. Pajak Restoran

3. Pajak Hiburan

4. Pajak Reklame

5. Pajak Penerang Jalan

6. Pajak Pengambilan bahan galian Gol.C

7. Pajak Parkir
Hasil Retribusi untuk Kabupaten/Kota meliputi objek pendapatan berikut :

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan

2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
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3. Retribusi penggantian biaya cetak KTP
4. Retribusi Penggantian biaya cetak akte catatan sipil
5. Retribusi Pelayanan Pemakaman
Hasil Pengelolaan kekayaan Milik Daerah yang dipisahkan yaitu :
1. Bagian Laba atas Penyertaaan Modal perusahaan milik Daerah/BUMD
2. Bagian Laba atas Penyertaan Modal perusahaan milik Negara/BUMN
3. Bagian Laba atas Penyertaan Modal perusahaan milik Swasta atau
kelompok usaha masyarakat.
Lain-lain PAD yang sah yaitu :
1. Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan.
2. Jasa Giro.

3. Pendapatan Bunga.

N

. Pendapatan atas tuntutan ganti kerugian daerah.
5. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari
penjualan pengadaan barang dan jasa oleh Daerah.
6. Penerimaan Keuangan dari selisaih nilai tukar rupiah terhadap mata
uangasing.
7. Pendapatan Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
8. Pendapatan Denda Pajak
9. Pendapatan Denda Retribusi.
10. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan.
11. Pendapatan dari pengembalian.

12. Fasilitas Social dan Umum.
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13. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
14. Pendapatan dari angsuran dan cicilan penjualan.
b) Pengakuan dan Penilaian

Pendapatan Daerah diakui pada saat diterima pada rekening Kas Umum
Negara/Daerah.Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat
penyimpanan uang di Daerah yang ditentukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota
untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh
pengeluaran daerah pada Bankyang telah ditetapkan. Pemungutan pajak dan
retribusi dilakukan oleh bendahara penerimaan. Menurut ketentuan hasil
penerimaan langsung disetor oleh bendahara penerimaan ke Rekening Kas
Umum Daerah. Dikaitkan dengan pengakuan pendapatan baru diakui setelah
penyetoran oleh bendahara penerimaan ke Rekening Kas Umum Daerah.

Menurut SAP Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dalam PSAP
02, bahwa :

Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu
dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah
netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pengembalian yang sifatnya sistematik (normal) dan berulang
ataspenerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada
periodesebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA.Koreksi
dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaanpendapatan-
LRA vyang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRAdibukukan
sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama.Koreksi dan

pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaanpendapatan-LRA
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yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagaiStandar Akuntansi

Pemerintahan, pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya

koreksi danpengembalian tersebut.

Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah sebesar nilai
nominal kas yang diterima. Pendapatan yang diperoleh dengan mata uang asing
dikonversi ke dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah
Bank Indonesia) pada saat diterima oleh Kas Daerah.

2. Belanja
Berikut ini penjelasan mengenai belanja pada Laporan Realisasi Anggaran :

a) Definisi dan Klasifikasi

Menurut SAP PP Nomor 71 Tahun 2010, mengatakan bahwa :

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum
Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun
anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali
oleh pemerintah.

Belanja diklasifikasikan menurut Organisasi, Fungsi, dan Ekonomi:

1. Klasifikasibelanja menurut Organisasi artinya anggaran dialokasikan ke
organisasi sesuai dengan struktur organisasi Pemerintah Daerah yang
bersangkutan. Klasifikasi menurut organisasi ini tidak disajikan di lembar
muka laporan keuangan, tetapi disajikan dalam catatan atas laporan
keuangan.

2. Klasifikasi belanja menurut Fungsi Pemerintah adalah sebagai berikut :

a. Pelayanan Umum

b. Pertahanan

c. Ketertiban dan Keamanan
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d. Ekonomi
e. Lingkungan Hidup
f. Perumahan dan Fasilitas umum
g. Kesehatan
h. Pariwisata dan Budaya
i. Agama
j.  Pendidikan
k. Perlindungan Sosial

3. Klasifikasi Ekonomiadalah klasifikasi belanja berdasarkan jenis belanjanya,
terdiri dari :
a. Belanja Operasi
Belanja Operasi adalah pengeluaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah
pusat atau daerah yang memberi manfaat jangka pendek seperti Belanja
Pegawai, Belanja Barang, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja
Operasi Lainnya.
b. Belanja Modal
Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan
aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
Belanja Modal seperti Belanja Modal-Tanah, Belanja Modal-Peralatan dan
Mesin, Belanja Modal-Gedung dan Bangunan, Belanja Modal-Jalan,lrigasi,

dan Jaringan, Belanja Modal-Aset Tetap Lainnya, Belanja Tak Terduga.
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b) Pengakuan dan Penilaian
Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Umum
Negara/Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran
pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran
tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Koreksi
atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada
periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam
pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain-LRA. Pengukuran belanja
menggunakan mata uang rupiah sebesar nilai nominal kas yang dikeluarkan.
3. Transfer
Berikut ini penjelasan mengenai transfer pada Laporan Realisasi Anggaran :
a) Definisi dan Klasifikasi
Menurut SAP PP Nomor 71 Tahun 2010, mengemukakan bahwa :

Transfer adalah Penerimaan atau pengeluaran uang dari suatu entitas
pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan
dan dana bagi hasil.

Transfer terdiri atas transfer masuk dan transfer keluar. Transfer Masuk
adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana
perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah daerah.
Transfer Keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas

pelaporan lain, seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat

dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.
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b) Pengakuan dan Penilaian
Transfer masuk dan transfer keluar diakui berdasarkan basis kas, yaitu
dicatat pada saat dikeluarkan atau diterima oleh rekening kas umum daerah.
Transfer masuk dicatat sebesar penerimaan uang dari entitas pelaporan lain,
misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi
hasil dari pemerintah provinsi. Transfer keluar dicatat sebesar pengeluaran
uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti dana bagi hasil
oleh pemerintah daerah.
4. Surflus/Defisit
Surflus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode
pelaporan. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu
periode pelaporan.
5. Pembiayaan
Berikut ini penjelasan mengenai pembiayaan pada Laporan Realisasi Anggaran :
a) Definisi dan Klasifikasi
Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali
dalam pengeluaran yang akan diterima kembali, baik dalam tahun anggaran
yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Abdul
Halim (2007) mengatakan bahwa :
Penerimaan Pembiayaan adalah semua pembiayaan yang dapat digunakan
untuk menutup defisit anggaran, namun belum tentu menjadi hak

Pemerintah Daerah. Pengeluaran Pembiayaan adalah sumber pembiayaan
yang ditujukan untuk mengalokasikan surplus anggaran.
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Pembiayaan Neto adalah selisih antara Penerimaan Pembiayaan setelah
dikurangi Pengeluaran Pembiayaan dalam periode pengeluaran anggaran
tertentu.

b) Pengakuan dan Penilaian
Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat diterima dan
pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Penerimaan
dan Pengeluaran Pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu
dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya
(setelah dikompensasi dengan pengeluaran).
6. SILPA/SIKPA

Selisih Lebih/Kurang Pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA) adalah selisih
lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode
pelaporan.
2.5.3 Manfaat Laporan Realisasi Anggaran

Menurut SAP PP Nomor 71 Tahun 2010 dalam PSAP 02, Laporan Realisasi
Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja,
transfer, surflus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-
masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi
para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-
sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap
anggaran dengan :

a. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan

sumber daya ekonomi.
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b. Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh
yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi
dan efektifitas penggunaan anggaran.

2.5.4 Tujuan Laporan Realisasi Anggaran

Menurut SAP PP Nomor 71 Tahun 2010 dalan PSAP 02, tujuan dari

penyusunan Laporan Realisasi Anggaran yaitu :

a. Tujuan Standar Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan dasar
dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk pemerintah dalam
rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh
peraturan perundang-undangan.

b. Tujuan Pelaporan Realisasi Anggaran adalah memberikan informasi
tentang realisasi dan anggaran entitas pelapooran secara tersanding.
Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat
ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatife dan
eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam
memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan
pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan
laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyajikan
informasi  kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan
penggunaan sumber daya ekonomi :

a. Telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat.

b. Telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD).
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c. Telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2.5.5 Format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota
Berikut Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah
Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 dalam

PSAP 02 :

Contoh Format Laporan Realisasi Anpgaran Pemerintah  Kabupaten'Kota
PEMERINTAH HABUPATENKOTA

LAPORAN REALISAS]I ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANF
UNTUK TAHUN ¥ANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

[Dalam Rupiah)

Anggaran | Realisasi Realisasi
Az DL 20%4 b %) 00
1 |FENDAFATAN
2 PENDAPATAN ASLI DAERAF
3 Pendapatan Pajak Dacerah et e o pad
4 Pendapatan Retribusi Daerah 00 000 be 3 00
] Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yanp Dipisahkan MO0 000 W M
] Lain-lain PAD yang sah 00 by pal o
T Jumilah Pendapatan Asli Daerah (3 sid 6) FOO0C FIO0C 00 W00
B
| PENDAFPATAN TRANSFER
10 TRANSFER PEMERINTAH FUSAT - DANA FERIMEANGAN
11 Dana Bagi Hasil Pajak 00 300K '} 306
12 Drana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 00K pid o 30E
13 Dana Alokasi Umum K b o X
14 Dana Alckasi Khusus 2000 000 a0 00K
:g Jumilah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 sid 14} ey KREX HH KREK
7 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA
13 Dana Otenomi Khusus 300K 3000 o 00
13 Dana Pm};lesuam K X o XX
20 Jumilah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainmya (18 s/d 19 OO0 I £y RXRE
Pyl
2 TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI
3 Pendapatan Bagi Hasil Pajak MO0 000 W 0
24 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 2000 a0
5 Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (23 sid 24) HC00C XK 300 EXKX
i} Total Pendapatan Transfer (15 + 20 + 235) MO0 [T 300 KXXX
7
| LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
23 Pendapatan Hibah 300K 306 o 30E
a0 Pendapatan Dana Darurat 000 2000 a8 00
3 Pendapatan Lainnya 00 ey A 306
32 Jumilah Laindain Pendapatan yang Sah (29 sid 31) K TR =3 vy
a3 JUMLAH PENDAPATAN (T + 26 + 32) WAL EEXK 00 OO0
24
35 |BELAMIA
24 EBELAN.JA OFERASI
ar Belanja Pegawai MO0 000 W M
23 Belanja Baranp 00 300 o 30E
a9 Bunga 2000 000 a0 00K
40 Subsidi WK o e b
4 Hibah 00 000 b 00
42 Bantuan Seosial K X x XX
43 Jumilah Belanja Uperasi (37 sid 42) OO I K [E5]
44
45 BELAN.JA MODAL
43 Belanja Tanah MO0 000 W M
47 Belarga Peralatan dan Mesin 0K b+ o o
43 Belanja Gedung dan Bangunan 200 000 be 3 00
43 Belanja Jalan, Ingasi dan Jaringan MO0 000 W M
£0 Belanja Aset Tetap Lainnya 00 300K '} 306
&1 Belanja Aset Lainnya frt 000 o X%
52 Jumilah Belanja Modal (46 sid 51) OO0 I £y RXRE
53
b BELANJA TAK TERDUGA
55 Belanja Tak Terduga 2000 000 a0 00K
£3 Jumilah Belanja Tak Terduga (55 sid 33} K IR HH TR
a7 JUMLAH BELANJA {43 + 52 + 56) X EXXX = OO0

Sumber : Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan No. 02

Gambar 2.1
CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN
KABUPATEN/KOTA
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PEMERINTAH HABUPATENHKOTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAFPATAN DAN BELANJ
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 201 dan 200

{Dalam Rupiah)

Anggaran | Realisasi Realisasi
B LERIEN 204 2031 %) 20%0
=
£ |TRANSFER
€0 TRANSFER/BAGI HASIL HE DESA
&1 Eiagi Hasil Pajak o N aH +23
62 Bagi Hasil Retrbusi 000 000 A 00
&3 Bapi Hasil Pendapatan Lainnya 00 00 ot 0
& JUMLAH TRANSFER'BAGI HASIL KE DESA {61 s/d 3] XX EXEX X KEXE
65
&8 SURPLUS/DEFISIT (33 - 64} XX KKK LK 100
i
£3 |PEMBIAYAAN
€8
70 PENERIMAAN PEMBIAYAAN
7 Penpgunaan SiLPA 00K 100 b X
T2 F'EﬂE'aimn Dana Cadangan o0 000 i 00
T3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan o K b +23
T4 Pinjaman Dalam Megeri - Pemerintah Pusat o 000 A 0
75 Pinjaman Dalam Mageri - Pemerintah Daerah Lainmya 00 000 ot 0
78 Pinjaman Calam Megen - Lembaga K.euangan Bank 0 K aH +23
i Pinjaman Dalam Megeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank o0 000 ax 00
73 Pinjaman Dalam Mageri - Obligasi 00 00 ot 0
73 Pinjaman Dalam Mageri - Lainnya 00K 100 b X
E0 Penermaan Kembali Pinjaman Pensahaan Megara o0 e i 00
81 Penermaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah o0 fed ot o]
82 Penermaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daersh Lainmya 200 X000 A 00
ﬁ Jumlah Penerimaan (71 s/d B2) 0000 ¥EXK M KEEK
8 PENGELUARAN PEMBIAYAAN
&3 Pembentukan Dana Cadangan 00 00 bt 0
87 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 000 000 A 00
£3 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Meger - Pemerintah Pusat 00 000 ot 0
Ed Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Meger - Pemerintah Daerah Lainma 00 000 ot 0
el Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Meger - Lembapga Heuangan Bank 000 000 A 00
21 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Meperi - Lembaga Keuangan Bukan B4 00 00 bt 0
@ Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Meger - Obligasi 000 000 A 00
a3 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Meger - Lainnya 000 000 A 00
£3 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Megara 00 00 bt 0
£4 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah 000 000 A 00
a0 Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Dasrah Lainnya 00 X0 b ]
a1 Jumlah Pengeluaran (B6 s/d 30} L 0O E< 00K
@ PEMBIAYAAN NETO (83 - M) 30000 K K XK
83
a4 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (66 + 52} 0000 fiae s ] v EEXK

Sumber : Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan No. 02
Gambar 2.2
CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN
KABUPATEN/KOTA (LANJUTAN)
2.6 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Pada Permendagri No.13 tahun 2006, APBD merupakan dasar pengelolaan

keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran terhitung 1 Januari sampai 31

Desember.
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2.6.1 Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Meunurut Bastian (2006 : 189), APBD merupakan pengejawatan rencana
kerjapemda dalam bentuk satuan uang untuk kurun waktu satu tahunan dan
berorientasi pada tujuankesejahteraan publik.
2.6.2 Struktur APBD
Adapun struktur APBD berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006 terdiri
dari 3 bagian yaitu:
1. Pendapatan Daerah
Penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang
dariberbagai sumber dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Oleh
karena itu,pendapatan dapat berupa arus kas aktiva masuk, peningkatan aktiva
atau penguranganutang yang bukan berasal dari konstribusi ekuitas
Pemerintah Daerah.
2. Belanja Daerah
Menurut IASC Framework, penurunan dalam manfaat ekonomi selama
periodeakuntansi dalam bentuk arus keluar atau deplesi asset atau terjadinya
utang yangmengakibatkan berkurangnya akuitas dana. Menurut Halim (2007
. 52) definisi ataupengertian belanja daerah adalah semua pengeluaran
pemerintah daerah pada suatuperiode anggaran.
3. Pembiayaan Daerah
Pembiayaan adalah sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran daerah

yangdimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran atau sebagai alokasi
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surplus anggaran.Adanya pos pembiayaan merupakan upaya agar APBD

makin inovatif yaitu dapatmemisahkan pinjaman dari pendapatan daerah.
2.6.3 Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Bastian (2006 : 273), kinerja adalah gambaran pencapaian
pelaksanaan suatukegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan,
misi dan visi organisasi. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif
yang menggambarkan tingkatpencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah
ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (input), keluaran
(output), hasil, manfaat, dan dampak. Analisis kinerja dapat dilakukandalam 3
bagian yaitu (Mahmudi, 2007) :

1. Analisis Kinerja Pendapatan

Analisis terhadap Kinerja pendapatan daerah secara umum terlihat dari
realisasi pendapatandan anggarannya. Apabila realisasi melampaui anggaran
(target) maka kinerja dapat dinilaidengan baik. Penilaian kinerja pendapatan pada
dasarnya tidak cukup hanya melihat apakahrealisasi pemdapatan daerah telah
melampaui target anggaran, namun perlu dilihat lebih lanjut kompenen
pendapatan apa yang paling berpengaruh. Berdasarkan laporan realisasi anggaran,
kita dapat melakukan analisis pendapatan daerah dengan cara:

a. Analisis Varians (Selisih) Anggaran Pendapatan

Analisis Varians anggaran pendapatan dilakukan dengan cara menghitung
selisihantara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan. Biasanya selisih
anggaran sudahdiinformasikan dalam laporan realisasi anggaran yang sudah

disajikan oleh pemerintahdaerah. Informasi selisih anggaran tersebut
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sangatmembantu pengguna laporan dalammemahami dan menganalisis kinerja
pendapatan. Untuk mengetahui analisis varians dari anggaran pendapatan
digunakan rumus:

o _ Realisasi Pendapatan Daerah
Analisis Varians Pendapatan = x 100%
Anggaran Pendapatan Daerah

Pada prinsipnya, anggaran pendapatan merupakan batas minimal
jumlahpendapatan yang ditargetkan harus diperoleh pemerintah daerah.
Pemerintah daerahdikatakan memiliki kinerja pendapatan yang baik apabila
mampu memperolenpendapatan yang melebihi jumlah yang dianggarkan
(target anggaran). Sebaliknyaapabila realisasi pendapatan dibawah jumlah
yang dianggarkan, maka hal itu dinilaikurang baik. Apabila target pendapatan
dapat dicapai bahkan terlampaui, maka hal itutidak terlalu mengejutkan karena
memang seharusnya demikian. Selisih lebih realisasi pendapatan merupakan
selisin yang diharapkan (favourable variance), sedangkan selisihkurang
merupakan selisih yang tidak diharapkan (unfavourable variance).

b. Analisis Rasio Keuangan

Rasio adalah suatu angka yang menunjukkan hubunganantara suatu unsur
dengan unsur lainnya dalam Laporan Keuangan. Rasiomenggambarkan suatu
hubungan atau perimbangan antara suatu jumlah tertentu denganjumlah yang
lainnya, dan dengan menggunakan alat analisis berupa rasio ini akan
dapatmemberikan gambaran tentang baik buruknya keadaan atau posisi

keuangan. Analisis rasio keuangan terbagi atas:
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Rasio Derajat Desentralisasi, yang menunjukan kewenangan dan
tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah
daerah untuk menggali dan mengelola pendapatan. Semakin tinggi
kontribusi PAD, maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah
dalampenyelenggaraa desentralisasi. Rasio derajat desentralisasi
diketahui dengan menggunakan rumus:

Deraiat b cralisasi = Pendapatan Asli Daerah 100%
erajat Desentralisast = & Tl Pendapatan Daerah ’

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, yang menunjukan
kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan
pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang
telahmembayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang
diperlukan daerah.Semakin tinggi angka rasio ini menunjukan
pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya.
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dapat diketahui menggunakan

rumus:

) L Pendapatan Asli Daerah
Rasio Kemandirian = - — x100%
Bantuan Pemerintah Pusat dan Pinjaman

Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah, menunjukan
kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah
sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yangditargetkan. Rasio
efektivitas pajak daerah dianggap baik apabila rasio ini

mencapaiangka minimal 1 atau 100%. Sama halnya dengan analisis
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efisiensi  PAD, untukmenghitung rasio efisiensi pajak daerah
diperlukan data tentang biaya pemungutanpajak.Rasio Efektivitas dan

Efisiensi Pajak Daerah dapat diketahui menggunakan rumus:

) o ) Realisasi Penerimaan Pajak Daerah
Rasio Efektivitas Pajak Daerah = - x 100%
Target Pajak Daerah

2. Analisis Kinerja Belanja

Analisis belanja daerah sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi apakah
pemerintahdaerah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien, dan efektif
(value for money).Sejauh mana pemerintah daerah telah melakukan efisiensi
anggaran, menghindari pengeluaranyang tidak perlu dan pengeluaran yang tidak
tepat sasaran. Kinerja anggaran belanja daerah dinilai baik apabila realisasi lebih
rendah dari jumlah yang dianggarkan, yang hal itu menunjukanadanya efisiensi
anggaran. Dalam hal belanja daerah penting juga dianalisis keserasian
belanjakarena hal ini terkait dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi,
alokasi, dan stabilisasi.

Berdasarkan informasi pada laporan realisasi anggaran kita dapat melakukan
analisisanggaran belanja dengan cara:

a. Analisis Varians Belanja

Analisis varians merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara
realisasi dengan anggaran. Berdasarkan laporan realisasi anggaran yang
disajikan, pembacalaporan dapat mengetahui secara langsung besarnya varians

anggaran belanja denganrealisasinya yang biasa dinyatakan dalam bentuk nilai
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nominalnya atau persentasenya.Kinerja pemerintah daerah dinilai baik apabila
jika realisasi belanja lebih rendah dariyang dianggarkan, jika realisasi belanja
lebih besar dari jumlah yang dianggarkan maka hal itu mengindikasikan
adanya kinerja anggaran yang kurang baik. Analisis varians terhadap realisasi
belanja daerah dapat diketahui menggunakan rumus:

o ) . Realisasi
Analisis varians belanja = —— x 100%
Anggaran

b. Analisis Keserasian Belanja
Rasio ini  menggambarkan  bagaimana  pemerintah  daerah
memperioritaskan alokasidananya pada belanja secara optimal. Semakin tinggi
persentase dana yang dialokasikanuntuk belanja yang digunakan untuk
menyediakan sarana dan prasarana ekonomimasyarakat cenderung semakin
kecil. Analisis keserasian belanja antara lain berupa:
1. Analisis Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan terhadap Total Belanja
2. Analisis Belanja Operasi (Belanja Tidak Langsung) terhadap Total
Belanja.

o ) Realisasi Belanja Tidak Langsung
Analisis Keserasian BTL = - x100%
Total Belanja Daerah

3. Analisis Belanja Modal (Belanja Langsung) terhadap Total Belanja.

o ) ) Realisasi Belanja Langsung
Analisis Keserasian Belanja Langsung = Total Belanja Daerah x100%
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c. Analisis Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat
penghematan anggaranyang dilakukan pemerintah. Angka yang dihasilkan dari
rasio efisiensi ini tidak bersifat absolut, tetapi relatife. Artinya tidak ada standar
baku yang dianggap baik untuk rasio ini. Kita hanya dapat mengatakan bahwa
tahun ini belanja pemerintah daerah lebih efisien dibanding tahun sebelumnya.
Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio
efisiensinya kurang dari 100%. Sebaliknya jika melebihi 100% maka
mengindikasikan terjadinya pemborosan anggaran. Rasio efisiensi belanja
dapat diketahui menggunakan rumus:

Realisasi
Analisis Efisiensi Belanja = —— x 100%
Anggaran

3. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan dilakukan untuk pola anggaran pemerintah daerah. Selain
itu juga dapat digunakan untuk membaca kebijakan anggaran pemerintah daerah.
Salah satu pos yang paling penting dalam pembiayaan ini adalah Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran (SiLPA). Semakin besarnya SiLPA yang diperoleh dari
suatu anggaran dapat dijadikan salah satu indikator kurang tepatnya penyajiaan
suatu rencana anggaran.

Dengan melihat kinerja pendapatan, kinerja belanja dan kinerja pembiayaan
maka dapat dinilai kinerja (APBD) secara umum. Jika semua kinerja tersebut
menunjukan pencapaian angka yang sudah ditargetkan, maka dikatakan kinerja

anggaran (APBD) adalah baik.



